BUPATI GfANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

BAGI WAJIB PAJAK YANG BELUM MENGGUNAKAN WATER METER

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

bahwa dalam rangka menentukan besarnya pajak
Air Tanah pada wajib pajak perlu dibuatkan
penetapan besarnya pajak air tanah berdasarkan
jenis usahanya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hwuf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gianyar tentang Penetapan Pajak
Air Tanah bagi wajib pajak yang belum
menggunakan water meter.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1999};

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang  Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK
AIR TANAH BAGI WAJIB PAJAK YANG BELUM
MENGGUNAKAN WATER METER.

Pasal 1
Besarnya Pajak Air Tanah bagi wajib pajak yang
belum menggunakan water meter sesuai dengan jenis
usahanya ditetapkan tiap bulan sebesar :

a. Pondok Wisata................. Rp. 154.600,00;
b. Hotel Melati..................... Rp. 343.000,00;
c. Restorant......................... Rp. 433.700,00;
d. Hiburan.............cccceenenne. Rp. 1.366.300,00; dan
e. Bengkel/ Pabrik  Air

Mineral/ Permandian

Mobil atau Motor/

Swalayan/ Usaha

primer/ Pabrik Beton/

Pabrik Minuman/

Industri.....ccooiiiiiiiil, Rp. 391.600,00.

Pasal 2

Pengelompokan wajib Pajak dan besarnya pajak air
tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijadikan
dasar untuk membuat Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan dan sebagai dasar penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah bagi wajib
pajak yang belum menggunakan water meter.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 9 Mei 2016
BUPATI (GIANYAR,

% A. A. GDE AGUNG BHARATA
¢ (¥

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 9 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

-y
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 29.



